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ABSTRAK

Sknpsi ini dilatarbelakangi pada gugatan yang tidak memenuhi syarat-syarat
formil. Masalah yang diteliti meliputi pertimbangan hukum hakim serta akibat
hukum dari putusan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-
undangan dan pendekatan kasus. Data diperoleh melalui studi pustaka, termasuk
pengumpulan bahan hukum dari peraturan perundang-undangan, dokumen resmi,
Jurnal, dan artikel yang tersedia secara daring. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena terdapat
cacat formal berupa gugatan error in object. Akibat hukum dari putusan ini adalah
bahwa gugatan Penggugat dianggap tidak pernah ada, sehingga objek dan pihak
dalam sengketa kembali pada keadaan semula, karena Majelis Hakim tidak
memeriksa materi pokok perkara sebelum memastikan syarat formil gugatan.

Kata kunci : Gugatan Tidak Dapat Diterima, Perkara, Sengketa Tanah,
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum yang diatur dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa

“Negara Indonesia adalah negara hukum”.!

Hukum berperan penting dalam menciptakan ketertiban di antara manusia.
Selain itu, hukum memiliki karakteristik khas yang membedakannya dari peraturan

lain, yaitu fokusnya pada pencapaian keadilan dalam tatanan sosial.?

Isu-isu perdata kerap muncul dalam kehidupan sehari-hari, mengingat adanya
kepentingan individu dan kelompok yang berkembang di masyarakat Indonesia,
sengketa antar individu tidak jarang terjadi akibat perbedaan kepentingan dan
tujuan yang saling bertentangan. Hal ini menuntut kita untuk memahami pentingnya

penyelesaian sengketa melalui jalur hukum.®

Dalam kajian Ilmu Hukum, istilah perbuatan melanggar hukum (PMH)
merujuk pada tindakan yang bertentangan dengan undang-undang yang berlaku.

Tindakan ini juga dapat mencakup pelanggaran terhadap hak-hak orang lain, tidak

! Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

2 Mochtar Kusumaatmadja, Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan, Bandung:
Alumni, 2006, him. 6

3 Dwi Rezki Sri Astarini, Mediasi Pengadilan Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa
Berdasarkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan, Jakarta: Alumni, 2020, him. 2



sesuai dengan norma kesusilaan dan kesopanan, serta melanggar prinsip-prinsip
umum dalam hukum. Selain itu, PMH dapat mengakibatkan konsekuensi hukum
yang berat, seperti sanksi administratif, perdata, atau pidana, bergantung pada sifat
dan dampak dari tindakan tersebut. Oleh karena itu, penting untuk memahami PMH
dengan baik agar dapat menjaga keadilan dan ketertiban dalam masyarakat serta
melindungi hak-hak individu dan kepentingan bersama.* Menurut ketentuan pasal
1365 KUHPerdata perbuatan melangggar hukum adalah “Tiap perbuatan yang
melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang
yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian

tersebut”.®

Jika salah satu pihak merasa haknya telah dilanggar atau mengalami kerugian,
mereka memiliki hak untuk mengajukan gugatan atau tuntutan hukum melalui
pengadilan. Tindakan tuntutan hukum ini bertujuan untuk mendapatkan

perlindungan atas hak-hak yang diberikan oleh pengadilan.’

Hukum Acara Perdata mengatur prosedur bagi pihak yang dirugikan untuk
mengajukan perkaranya ke pengadilan, serta cara pihak yang digugat dapat
membela diri. Dengan demikian, hak dan kewajiban yang diatur dalam hukum
perdata dapat diakui dan dipenuhi sesuai ketentuan. Hukum Acara Perdata sering

disebut sebagai jenis hukum acara yang bersifat formal (formal civil law). karena

4 Indah Sari, “Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum
Perdata”, Jurnal llmiah Hukum Dirgantara, Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal
Suryadarma, Jakarta, Vol. 11, No. 1, 2020, him. 53

5 Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

® Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi Revisi, Yogyakarta:
Cahaya Atma Pustaka, 2013, him. 54



mengatur secara rinci proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan yang diakui
secara sah oleh undang-undang. Hukum Perdata memastikan agar hak dan

kewajiban masing-masing pihak terjaga dan dilaksanakan dengan baik.’

Penyelesaian sengketa melalui pengadilan, yang dikenal sebagai litigasi,
adalah proses penyelesaian perkara yang dilakukan di dalam ruang pengadilan.
Dalam proses ini, semua pihak yang bersengketa berhadapan langsung untuk
membela hak-haknya di hadapan hakim, yang memiliki wewenang untuk mengatur
jalannya persidangan dan memberikan keputusan. Dengan demikian, hasil akhir
dari litigasi biasanya berupa putusan yang menciptakan situasi di mana satu pihak
memenangkan kasus, sementara pihak lainnya mengalami kekalahan (win-lose

solution).®

Penyelesaian sengketa melalui pengadilan dalam hukum acara perdata
dilakukan dengan cara mengajukan gugatan. Dalam gugatan ini, satu atau lebih
pihak merasa haknya telah dilanggar, tetapi pihak yang dianggap melanggar tidak
mau memenuhi permintaan tersebut secara sukarela. Untuk menentukan siapa yang
berhak, diperlukan putusan dari hakim. Proses ini tidak hanya memberikan
kepastian hukum, tetapi juga melindungi hak-hak individu di masyarakat. Dengan
keputusan hakim, diharapkan tercipta keadilan dan solusi yang lebih baik untuk

sengketa di masa mendatang.’

" Abdulkadir Muhammad, Hukum Acara Perdata Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti,
2012, him. 10-11
8 Nurmaningsih Amriani, Media Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan,
Jakarta: RajaGrafindo, 2008, him. 35
® Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, Hukum Acara Perdata dalam Teori
dan Praktek, Bandung: Mandar Maju, 2009, him. 10



Menurut Sudikno Mertokusumo, putusan hakim adalah pernyataan yang
disampaikan oleh hakim, sebagai pejabat negara yang memiliki otoritas, dalam
sidang dengan tujuan menyelesaikan suatu perkara antara pihak-pihak yang
bersangkutan. Putusan tidak hanya mencakup yang diucapkan secara lisan, tetapi
juga termasuk dokumen tertulis yang dibacakan oleh hakim di pengadilan. Sebuah
putusan tertulis tidak akan dianggap memiliki kekuatan hukum sampai diucapkan

secara resmi oleh hakim di dalam sidang.'®

Putusan Niet Ontvankelijk Verklaard, disingkat NO, merupakan jenis putusan
yang menyatakan bahwa gugatan tidak diterima berdasarkan isi yang diajukan.
Menurut Zainal Asikin, gugatan adalah sebuah tuntutan yang disampaikan kepada
pemimpin pengadilan yang memiliki kewenangan, yang diajukan oleh individu
tertentu terkait dengan suatu masalah akibat perselisihan dengan pihak lain. Proses
ini mengharuskan hakim untuk mempertimbangkan gugatan dengan cara tertentu,

yang pada akhirnya menghasilkan sebuah putusan.

Putusan NO menunjukkan bahwa gugatan yang diajukan tidak dapat diterima
akibat adanya cacat formil dalam permohonan tersebut. M. Yahya Harahap, dalam
karyanya tentang hukum acara perdata, menguraikan berbagai jenis cacat formil

yang dapat mengakibatkan putusan tidak diterima, yaitu :

10 Sudikno Mertokusumo, Op.Cit., him. 174
11 Zainal Asikin, Hukum Acara Perdata Di Indonesia, Jakarta: Prenada Media Group, 2019,
him. 19



1. Penggugat tidak menyertakan surat kuasa khusus, yang ditegaskan
dalam Pasal 123 HIR jo SEMA No. 1 Tahun 1971 dan SEMA No. 4
Tahun 1996;

2. Gugatan Mengandung Eror in Persona, Akibat dari cacat formil
seperti ini dapat menyebabkan diskualifikasi in persona, di mana
penggugat tidak memilih persona standi in judicio, atau pihak yang
bertindak sebagai tergugat tidak melibatkan semua pihak yang
seharusnya ada (plurium litis consortium);

3. Gugatan di luar yurisdiksi absolut atau relatif pengadilan

4. Gugatan Kabur (obscuur libel) Yaitu, gugatan tidak memenuhi syarat
yang jelas dan pasti (duidelijke en bepaale conclusie), di antaranya:
dalil gugatan (fundamentum petendi) yang tidak memiliki dasar
hukum yang tegas; objek sengketa yang tidak terdefinisi dengan baik;
pokok tuntutan (petitum) yang tidak jelas; serta gugatan yang
mengandung nebis in idem (Pasal 1917 KUHPerdata).;

5. Gugatan masih Prematur (terlalu dini);

6. Gugatan telah kadaluarsa (pasal 1941 KUHPerdata).*?

Peneliti dalam membahas dan menganalisis penelitian penulisan skripsi ini
menggunakan kasus pada Putusan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN.Sgt. Dalam putusan
tersebut dikemukakan salah satu Putusan hakim yang memiliki konsep dan dasar

hukum yang kuat, gugatan penggugat ditolak salah satunya karena salah alamat

12 Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata mengenai Gugatan, Persidangan, Penyitaan,
Pembuktian, Putusan Pengadilan Cet 7, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, him. 811



(error in persona). KT Tunas harapan sebagai penggugat mengajukan gugatan
karena terus terjadinya perbuatan tanpa hak dan melawan hukum yang
dilakukan oleh PT. Kaltim Prima Coal selaku tergugat atas tanah milik penggugat,
menunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh tergugat merupakan perbuatan
melawan hukum, bahwa pada tahun 2018,2019 dan 2020 tanah obyek sengketa
tersebut pernah di bebaskan oleh tergugat kepada penggugat hanya seluas total 88,7
ha (delapan puluh delapan koma tujuh hektare) dari 281 ha (dua ratus delapan puluh
satu hektare) jumlah total luas tanah obyek sengketa. sehingga sisa luas tanah objek
sengketa seluas 192,3 ha (seratus sembilan puluh dua koma tiga hektare}, namun
tergugat menyatakan bahwa keseluruhan tanah obyek sengketa telah di bebaskan
seluas 281 ha (dua ratus delapan puluh satu hektare). sehingga tergugat telah

beraktifitas tambang diatas tanah obyek sengketa tersebut diatas.

Merupakan kerugian nyata yang diderita oleh penggugat atas penguasaan
tanah secara melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat I dan tergugat 11, Bahwa
pada tahun 2018 tergugat I membebaskan tanah milik penggugat seluas 60 ha (enam
puluh hektare) dengan nilai pembayaran sebesar Rp.9.000.000.0000,- (sembilan
milyar rupiah) atau Rp.150.000.000,-/ha (seratus lima puluh juta rupiah per
hektare), namun atas rekayasa tergugat I pada tahun 2019 tergugat I melaporkan
penggugat secara pidana atas tindakan penggugat mengeluarkan alat berat milik
tergugat I yang beraktifitas diatas tanah miliki penggugat sedangkan tanah milik
penggugat tersebut belum di bebaskan, akibat pelaporan pidana dari tergugat I
sehingga timbul mediasi, dan pada mediasi tersebut tergugat I melakukan

pembayaran ganti rugi secara tidak wajar, dan penggugat menerimanya sekalipun



dalam tekanan akibat rekayasa tergugat I untuk menghindari hal-hal yang tidak
diinginkan, maka penggugat menyepakati pemberian tali asih dari tergugat I sebesar
rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) untuk pembebasan tanah milik penggugat
yang telah dirusak sebagian oleh tergugat I seluas 23,2 ha (dua puluh tiga koma
dua hektare) dibayarkan pada tahun 2020. Hal tersebut jelas-jelas merupakan
tindakan mencederai nilai-nilai keadilan, serta bertentangan dengan hukum dan
keadilan yang dianut di negara ini. Dalam putusannya, Hakim menyatakan bahwa

gugatan para penggugat tersebut tidak dapat diterima.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk
membahasnya secara ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul Putusan Tentang
Niet Onvankelijk Verklaard Dalam Penyelesaian Perkara Perbuatan
Melanggar Hukum (Studi Putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor

21/Pdt.G/2020/PN.Sgt)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka permasalahan yang akan

dibahas dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hukum Hakim terhadap Putusan Niet
Ontvankelijk Verklaard dalam Putusan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN.Sgt.?

2. Apa akibat hukum dari Putusan Niet Ontvankelijk Verklaard yang tidak
menerima gugatan penggugat dalam Putusan Nomor

21/Pdt.G/2020/PN.Sgt.?



C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dibahas dalam penelitian penulisan skripsi

di atas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum Hakim dari
putusan Niet Onvankelijk  Verklaard dalam putusan Nomor
21/Pdt.G/2020/Pn/Sgt.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum dari Putusan Niet
Ontvankelijk Verklaard yang tidak menerima gugatan penggugat dalam
Putusan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN.Sgt.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis:

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan tambahan pemahaman dan

pengetahuan terhadap pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan NO.

2. Manfaat Praktis:
a. Masyarakat;
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi
pengetahuan terhadap masyarakat luas mengenai putusan NO.
b. Aparat Penegak Hukum
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pihak-pihak
terkait, seperti hakim dan advokat, dalam menangani kasus yang berkaitan

dengan gugatan yang ditolak.



E. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian Dalam penulisan karya ilmia ini penulis membatasi ruang lingkup
penulisan dengan hanya membahas tentang analisis dasar pertimbangan
Hakim dalam memutus Gugatan Tidak Dapat Diterima (niet ontvankelijke
verklaard) terhadap sengketa hak milik atas tanah. Pertama penulis ingin membahas
pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan yang dibatasi dengan membahas
putusan perkara Nomor: 21/Pdt.G/2020/PN.SGT. Kedua penulis ingin membahas
terkait akibat hukum yang terjadi dalam putusan perkara Nomor:

21/Pdt.G/2020/PN.SGT.

F. Kerangka Teori

1. Teori Pembuktian

Dalam perkara perdata, hakim (majelis) yang mengadili kasus tersebut perlu
mendapatkan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat yang mengklaim hak
serta kepentingan hukumnya. D1 samping itu, bukti dari pihak Tergugat yang
membantah klaim tersebut juga diperlukan, di mana Tergugat berupaya untuk

mempertahankan dan membuktikan hak serta kepentingannya.'3

Para pihak yang ingin mengajukan bukti untuk mendukung klaim mereka
perlu  melakukannya melalui proses pembuktian. Dalam konteks ini,
"membuktikan" berarti menyajikan sebanyak mungkin fakta untuk meyakinkan

hakim tentang kebenaran argumen masing-masing. Ini mencakup argumen yang

13 R. Soeparmono, Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi, Bandung: Mandar Maju, 2005,
him. 111
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diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya serta kebenaran dari bantahan Tergugat.
Proses pembuktian ini berkaitan dengan penyampaian fakta-fakta hukum

menggunakan alat bukti yang sah, baik dari pihak Penggugat maupun Tergugat.'*

Para pihak yang terlibat dalam suatu proses peradilan, serta hakim yang
memimpin sidang, harus mematuhi ketentuan hukum pembuktian yang
mengatur metode, beban, jenis alat bukti, dan kekuatan dari alat bukti yang
digunakan. Ketentuan mengenai hukum pembuktian ini dapat ditemukan dalam.
HIR (Pasal 162 sampai 177), RBG (Pasal 282 sampai 314), Stb. 1867 Nomor 29
(yang mengatur tentang kekuatan akta di bawah tangan), dan BW Buku IV (Pasal
1865 sampai 1945).)® Mengenai jenis-jenis bukti yang dapat disampaikan di
persidangan, Pasal 164 HIR mencantumkan lima kategori alat bukti yang

diperbolehkan, ialah :

a. Bukti surat;

b. Bukti saksi;

c. Persangkaan;

d. Pengakuan;

e. Sumpahan.®

Peneliti menggunakan teori pembuktian untuk membahas dan menganalisis
pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN.Sgt tidak

dapat diterima.

14 1bid. him. 111

15> Riduan Syahrani, Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata, Edisi Revisi, Bandung: Citra
Aditya Bakti, 2013, him. 84

16 Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, Hukum Acara Perdata dalam Teori
dan Praktek, Bandung: Mandar Maju, 2009, him. 58
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2. Teori Pertimbangan Hakim

Kekuasaan Kehakiman diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009
tentang Kekuasaan Kehakiman. Menurut Pasal 1 undang-undang ini, Kekuasaan
Kehakiman adalah suatu kekuasaan negara yang bersifat merdeka untuk
melaksanakan peradilan dengan tujuan menegakkan hukum dan keadilan,
berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945. Hal ini dilakukan demi terwujudnya Negara Hukum Republik

Indonesia.’

Secara fundamental, konsep kekuasaan kehakiman yang bebas dapat dilihat
dari dua sisi. Yang pertama adalah kebebasan hakim dari pengaruh atau intervensi
pihak kekuasaan di luar lembaga peradilan. Kedua, Kebebasan hakim dalam
menjalankan peran mereka mencerminkan pemberian otonomi penuh saat
melaksanakan tugas dan tanggung jawab di pengadilan. Ini berarti hakim bebas dari

pengaruh, tekanan, atau campur tangan dari pihak atau kekuasaan eksternal.

Jaminan terhadap independensi hakim diperkuat dengan penerapan sanksi
pidana bagi siapa pun yang melanggar ketentuan tersebut. Dalam Pasal 3 Ayat (3)
UU Kekuasaan Kehakiman, dijelaskan bahwa setiap individu yang secara sengaja
melanggar larangan ini dapat dikenakan hukuman pidana. Kebebasan hakim dalam
menjalankan fungsi peradilan dan mengambil keputusan bertujuan untuk

memastikan bahwa pengadilan dapat melaksanakan tugasnya dengan efektif,

17 pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
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sehingga dapat memberikan putusan yang didasarkan pada kebenaran, keadilan,
dan integritas. Oleh karena itu, kebebasan hakim menjadi elemen yang sangat

penting dalam setiap sistem peradilan.'8

Menurut Mackenzie, hakim memiliki beberapa teori atau pendekatan yang
bisa diterapkan saat mempertimbangkan penjatuhan putusan. Dalam konteks

putusan ini, pendekatan yang digunakan ialah:*°

a. Teori Keseimbangan

Keseimbangan yang dimaksud di sini merujuk pada penyeimbang antara
syarat-syarat yang ditetapkan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-
pihak yang terlibat, termasuk kepentingan pihak masyarakat, terdakwa,
korban, serta penggugat dan tergugat. Dalam praktik peradilan pidana,
perhatian terhadap kepentingan korban masih terbatas, kecuali dalam
kasus-kasus tertentu seperti korupsi, perlindungan konsumen, dan
lingkungan hidup. Salah satu kendala dalam memberikan perhatian kepada
kepentingan korban adalah kurangnya ketentuan yang jelas dalam hukum
pidana, baik secara materil maupun formil, mengenai perlindungan
korban. Usaha untuk melindungi korban sering kali bersifat inisiatif
pribadi dan bukan bagian dari proses hukum yang resmi.

Dalam praktiknya, terdapat dua metode untuk melindungi kepentingan

korban. Pertama, korban dapat mengajukan gugatan perdata berdasarkan

18 1bid., him 63
19 Ahmad Rifai, Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Persfektif Hukum Progresif, Jakarta:
Sinar Grafika, 2005, him. 105-112
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perbuatan melanggar hukum (onrechtmatige daad). Kedua, korban bisa
memilih untuk mencapai kesepakatan dengan pelaku, sering kali dengan
bantuan dari pelaku itu sendiri. Salah satu penyebab kurangnya perhatian
terhadap kepentingan korban adalah karena perkara pidana dipandang
sebagai urusan antara negara dan pelaku, di mana korban tidak dianggap
sebagai pihak yang terlibat dalam proses hukum tersebut.

Keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan terdakwa biasanya
diatur dalam praktik melalui pertimbangan yang mencakup faktor-faktor
yang memberatkan dan meringankan dalam penjatuhan putusan bagi
Penggugat dan Tergugat. Dalam hal ini, kepentingan masyarakat diwakili
oleh faktor-faktor yang dianggap memberatkan, sementara kepentingan
terdakwa tercermin dalam faktor-faktor yang dianggap meringankan.
Pertimbangan mengenai faktor-faktor ini menjadi aspek penting yang
menentukan berat atau ringannya hukuman yang dijatuhkan.

. Teori Ratio Decidendi

Teori ini berakar dari pemikiran filsafat yang mendalam, yang
mengeksplorasi berbagai aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang
tengah diperselisihkan. Selanjutnya, teori ini berusaha menemukan
peraturan perundang-undangan yang relevan sebagai dasar hukum dalam
pengambilan putusan. Selain itu, pertimbangan hakim harus didasarkan
pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan

keadilan kepada semua pihak yang terlibat dalam sengketa tersebut.
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Peneliti menggunakan teori pertimbangan hakim ini untuk membahas dan
menganalisis dasar pertimbangan hukum hakim yang menghasilkan putusan Nomor
21/Pdt.G/2020/PN.Sgt tidak dapat diterima.

3. Teori Akibat Hukum

Akibat hukum merujuk pada konsekuensi hukum yang muncul dari suatu
tindakan hukum atau status hukum yang berhubungan dengan benda atau badan
hukum.?® Jazim Hamidi mengatakan kata dampak hukum/akibat hukum berarti

perintah atau campur tangan langsung, wajib, atau sah.?

Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa hukum dapat berfungsi karena adanya
hubungan khusus yang dikenal sebagai hubungan hukum. Sebagai contoh,
peraturan hukum seperti Undang-Undang dikategorikan sebagai objek hukum,
karena dirumuskan oleh badan hukum dan harus diterapkan untuk menghasilkan
tindakan yang sesuai dengan kerangka hukum serta memiliki konsekuensi hukum.??
Untuk menciptakan suatu akibat hukum, Satjipto Rahardjo mengemukakan dua
tahap yang harus dipenuhi. Pertama, diperlukan syarat khusus, yakni terjadinya
suatu peristiwa yang sesuai dengan konstruksi norma hukum, yang dikenal sebagai
landasan hukum. Kedua, perlu dibedakan antara kerangka hukum dan kerangka

normatif. Norma hukum yang diakui sebagai acuan berperan sebagai kerangka

20 Marwan Mas, Pengantar llmu Hukum, Bogor: Ghalia Indonesia, 2003, him. 39

21 Jazim Hamidi, Revolusi Hukum Indonesia: Makna, Kedudukan, dan ImplikasiHukum
Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan RI, Yogyakarta: Konstitusi
Press & Citra Media, 2006, him. 200

22 1bid., hlm. 35-36
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acuan dalam konteks ini.?® Dalam referensi ilmu hukum diketahui tiga jenis akibat

hukum, ialah sebagai berikut:

a. Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu keadaan hukum.

b. Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu hubungan hukum, antara dua
atau lebih subjek hukum, di mana hak dan kewajiban pihak yang satu
berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain.

c. Dijatuhkannya sanksi apabila dilakukannya tindakan yang melawan

hukum.

Akibat hukum timbul dari adanya hubungan hukum, fakta hukum, dan objek
hukum. Soedjono Dirdjosisworo dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum
menegaskan bahwa hubungan hukum memiliki konsekuensi hukum yang muncul
karena adanya hak dan kewajiban.?* Setiap peristiwa atau kejadian yang dapat
menghasilkan akibat hukum di antara pihak-pihak dalam suatu hubungan hukum
dikenal sebagai fakta hukum. Fakta-fakta ini muncul dalam berbagai aspek, baik di
bidang hukum publik maupun hukum privat.?® Hak dan kewajiban yang timbul
akibat hukum perdata bertujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat, baik

dalam ranah hukum publik maupun privat.

Peneliti menggunakan teori akibat hukum untuk membahas dan menganalisis

akibat hukum dari putusan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN.Sgt yang tidak diterima.

23 Salim HS, Pengantar Hukum PerdataTertulis (BW), Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 5-6

24 Soedjono Dirdjosisworo, Pengantar IImu Hukum, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010,
him. 131

2 1bid., him. 130
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G. Metode Penelitian

Cara ilmiah untuk mendapatkan data yang dipergunakan untuk mendapatkan

data yang digunakan untuk keperluan penelitian disebut metode penelitian.

1. Jenis Penelitian

Dari segi metode yang digunakan, penelitian ini termasuk dalam kategori Penelitian
Hukum Normatif atau kepustakaan. Pengumpulan data dilakukan melalui studi
dokumen, yang merupakan tahap awal dalam setiap penelitian hukum, baik yang
normatif maupun sosiologis, karena penelitian hukum selalu berlandas dari premis
normatif,2®

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian penulisan
skripsi ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), dan

pendekatan kasus (case approach).

a. Pendekatan Perundang-Undangan (statute approach)
Pendekatan undang-undang dilakukan dengan cara menganalisis seluruh
undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang
sedang diteliti. Dalam konteks penelitian praktis, pendekatan ini
memberikan kesempatan bagi peneliti untuk menilai konsistensi dan
kesesuaian antara satu undang-undang dengan yang lain, serta antara

undang-undang dan Undang-Undang Dasar, atau antara regulasi dan

% Zainal Asikin dan Amiruddin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Raja
Garfindo Persada, 2004, him. 68
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undang-undang. Hasil dari analisis ini menjadi argumen yang mendukung
penyelesaian isu yang ada. Di sisi lain, untuk penelitian akademis, peneliti
perlu menggali rasio legis dan dasar ontologis yang melandasi suatu
undang-undang. Dengan memahami rasio legis dan dasar ontologis
tersebut, peneliti dapat menangkap filosofi di balik undang-undang itu.
Pemahaman mengenai filosofi ini akan membantu peneliti untuk
menentukan apakah terdapat benturan filosofis antara undang-undang dan
isu yang sedang dianalisis.?’ Penelitian ini menggunakan pendekatan
terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur tentang
Perbuatan Melanggar Hukum (PMH).
b. Pendekatan Kasus (Case Approach)

Dalam menggunakan pendekatan kasus, peneliti harus memahami
istilah ratio decidendi, yang merujuk pada alasan hukum yang dijadikan
dasar oleh hakim dalam menentukan putusannya.?® Bertujuan untuk
menganalisis bagaimana norma-norma atau kaidah-kaidah diterapkan
dalam praktik hukum.

Pendekatan kasus dilakukan dengan menganalisis kasus-kasus yang
relevan dengan masalah yang sedang diteliti, terutama putusan pengadilan
yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Kajian utama dalam
pendekatan ini adalah ratio decidendi, yaitu pertimbangan hukum yang

digunakan oleh hakim dalam mengambil suatu keputusan. Dalam konteks

27 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi, Jakarta: Prenadamedia Group,
2005, him. 133-134
28 1bid., him.158
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pendekatan ini, penulis akan meneliti kasus yang berkaitan dengan putusan
N.O (tidak dapat diterima) pada Putusan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN.Sgt.
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum
Jenis dan sumber bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan bahan
kepustakaan yang dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yaitu:

a. Bahan Hukum Primer.
Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa bahan hukum primer
memiliki otoritas, sehingga dapat dikatakan bahwa ia bersifat otoritatif.?
Bahan hukum primer memiliki kekuatan yang mengikat. Antara lain
adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,HIR,dan peraturan terkait
lainnya.

b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder adalah sumber hukum yang mendukung analisis
dan pemahaman terhadap bahan hukum primer. Selain itu, bahan hukum
sekunder mencakup publikasi yang membahas aspek-aspek hukum, tetapi
bukan dokumen resmi.*® Bahan hukum sekunder meliputi sebagai berikut:
Buku-buku;
1. Karya ilmiah hukum;
1. Jurnal hukum;

iii. Hasil penelitian yang relevan dengan permasalahan yang akan dikaji.

c. Bahan Hukum Tersier

2 Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Raja
Grafindo Persada, 2004, him. 67
% 1bid., him. 67
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Bahan hukum tersier adalah sumber hukum yang berperan sebagai
pelengkap, memberikan informasi dan penjelasan tambahan terkait dengan
bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier meliputi sebagai
berikut:
1. Kamus hukum,;
11. Kamus besar bahasa Indonesia;
iii. Artikel, majalah, media masa, dan internet.
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum
Salah satu metode yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan bahan
hukum adalah melalui teknik pengumpulan bahan hukum. Proses ini melibatkan
berbagai tahapan, termasuk studi pustaka yang berfungsi untuk mendapatkan data
dan informasi relevan dari berbagai sumber yang berhubungan dengan topik
penelitian. Studi pustaka ini mencakup pengumpulan informasi dari sumber-sumber
seperti Peraturan Perundang-Undangan, dokumen-dokumen resmi pemerintah,
keputusan pengadilan, jurnal ilmiah, buku-buku, artikel-artikel yang tersedia secara
daring, serta berbagai sumber lain yang berhubungan dengan bahan hukum
sekunder. Semua bahan tersebut kemudian dianalisis dan diinterpretasikan guna
mendapatkan pemahaman yang mendalam serta perspektif yang komprehensif

terkait isu hukum yang sedang diteliti.
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5. Teknik Analisa Bahan Hukum

Metode yang diterapkan oleh penulis adalah penelitian deskriptif analitis, yang
bertujuan untuk mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang relevan

dengan teori-teori hukum yang menjadi fokus dalam penelitian ini.%!

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah
metode induktif, yang merupakan proses menarik kesimpulan dari hal-hal yang
bersifat khusus menuju hal-hal yang bersifat umum. Penalaran induktif umumnya
mengacu pada pengambilan kesimpulan dari premis yang bersifat umum, seperti
pengamatan, data, atau fakta, dan kemudian menyimpulkan dengan cara yang lebih

spesifik atau membentuk hipotesis.®2

31 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada,
2007, him. 10

32 Aditya Priyatna Darmawan dan Serafica Gischa, Penalaran Deduktif dan Induktif:
Pengertian serta Contohnya, diakses dan diunduh melalui
https://www.kompas.com/skola/read/2022/04/04/151500169/penalaran-deduktif-dan-induktif--
pengertian-serta-contohnya?page=all, Pada tanggal 07 November 2023 pukul 16:49


https://www.kompas.com/skola/read/2022/04/04/151500169/penalaran-deduktif-dan-induktif--pengertian-serta-contohnya?page=all
https://www.kompas.com/skola/read/2022/04/04/151500169/penalaran-deduktif-dan-induktif--pengertian-serta-contohnya?page=all
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